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Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur
sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di
inginkan. 1
B. Pengertian Harga
Harga dalam bahasa arab tsamanun dan price dalam bahasa inggris
yang  artinya harga atau, selalu dihubungkan dengan besarnya jumlah uang
yang mesti dibayar sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi.2
Sedangkan secara terminologi yang dimaksud dengan harga adalah
sebagaimana yang didefinisikan oleh DR. Siti Rohani Yahya adalah “kadar
pertukaran atau nilai sesuatu barang dan jasa  yang diukur dengan uang”.3
Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah
uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasi
dan barang atau jasa berikut pelayanannya.4
Harga adalah unsur penting dalam menetukan pendapatan perusahaan,
karna pendapatan perusahaan atau total revenue (TR) adalah hasil kali harga
(p) dengan kuantitas yang terjual, tinggi rendahnya harga akan  mempengaruhi
1 Kamus Bahasa Indonesia, (Tim Reality Publisher), h. 43
2 Peter Salim, Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Modern English
Press, 1991), h. 508
3 Siti Rohani, Konse Asas Ekonomi, (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, 1998),
h.60
4 Tim Reality, Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan yang benar (Jakarta:
PT. Reality Publisher, 2008)
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jumlah barang yang dijual dengan demikian berapa pentingnya membuat
kebijakan harga.5
Menurut henry faizal noor harga adalah biaya tambahan, margin atau
merk-up biaya (cost plus pricing) sedangkan harga jual adalah jumlah dari
biaya-biaya ditambah keuntungan (cost plus pricing) penetapan harga jual
didasarkan pada besarny biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan yang
dikehendaki produsen.6
Jadi pengertian harga dapat disimpulkan adalah menentukan harga
yang sesuai dengan kedua belah pihak didalam barang atau jasa.
C. Dasar Hukum Harga
 ِلوُسَر ِدْهَع ىَلَع ِةَنيِدَمْلِاب ُرْعِّسلا َلاَغ:َلَاق ، ٍكِلاَم ِنْب ِسََنأ ْنَع ، ٍدَْيُحمَو ، ٍتِبَاثَو ، َةَداَتَـق ْنَع َص ِاللها َّل اللها ى
 َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ْعِّسلا َلاَغ ، ِاللها َلوُسَر َاي : ُساَّنلا َلاَقَـف ، : ملسو هيلع اللها ىلص ِاللها ُلوُسَر َلاَقَـف ، اََنل ْرِّعَسَف ، ُر
 َلَو ، َّلَجَو َّزَع ، َهَّللا ىَقَْلأ ْنأ وُجْرَلأ ِّنيِإ ، ُقاَّزَّرلا ُطِساَبْلا ُضِباَقْلا ُرِّعَسُمْلا َوُه َهَّللا َّنِإ ِنيُُبلْطَي ْمُكْنِم ٌدَحَأ َسْي
 َم َلاَو ٍمَد ِفي ٍةَم◌َِلَْظِبم ٍلا.
Artinhya: Dari Qhatada dan Tsabit dan Humaidin, Diriwayatkan dari
Annas RA. Pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Harga-harga barang
naik dikota Madinah, kemudian para sahabat meminta Rasulullah SAW
menetapkan harga, maka Rasulullah bersabda: sesungguhnya Allah SWT
Dzat Yang Maha Melepas, dan Yang Maha Memegang rezeki. Aku sangat
berharap bisa bertemu dengan Allah SWT tanpa seorangpun dari kalian
menuntunku dengan tuduhan kedzaliman dalam darah dan harta.”( HR. Abu
Daud)”.7
Jamhur ulama berpendapat bahwa pada perinsipnya tidak dibenarkan
adanya penetapan harga karna ia merupakan kezaliman dan tindakan
5 Thomas J, Pemasaran dan Pasar, (Jakarta: Gema insani press,2001) cet, ke-1, h.134
6 Henry Faizal Noor, Ekonomi Menejerial (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Cet.
Ke-1 h.303
7 Abu Daud Sulaiman bin Ash’as, Sahih Abu Daud, (Libanon: DAR al-FIKR, 1994), juz
3, h. 248.
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kezaliman diharamkan. Mereka mendasar argumennya pada hadist Anas bin
Malik, pada zaman Rosulullah SAW harga barang pernah melonjak hebat.
Bahkan hadis ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa
sikap Negara disini adalah membiarkan pasar bebas sesuai faktor-faktor
alamiah tanpa campur tangan pemerintahan yang memaksa orang untuk
menjual dengan tarif yang tidak mereka setujui, atau untuk membeli dengan
tarif yang tidak mereka terima. Ini adalah kezaliman.
Tetapi dalam situasi tertentu, campur tangan pemerintah dalam
menetapkan harga dalam mekanisme pasar atau pematokan harga pasar
dimungkinkan. Dan penentuan  tarif penuh dengan keadilan, misalnya dipaksa
mereka untuk menunaikan kewajiban, membayar mitsil dan melarang mereka
menambah dari harga mitsil, maka hal ini dipandang halal, bahkan hukumnya
wajib. Untuk menciptakan keadilan pasar dan mencegah kezaliman atau
monopoli pasar.8
Ibn Taimiyah menjelaskan, ketika terjadinya ketidak adilan harga maka
pemerintah boleh melakukan intervensi demi menjaga kemaslahatan umat
bahkan pemerintah boleh memaksa penjual untuk menjual dengan harga
standar atau yang setara, ketika terjadi sebuah ketidak adilan yang merajalela
sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu taimiyah dalam Kitabnya Alhuisbah fi’ Al
Islam yaitu dan wajib apabila tidak mungkin untuk menghilangkan semua
kezaliman, maka menghilangkan kezaliman saja, maka menetapkan harga
8 Adiwarman  A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Penerbit III Indonesia, 2003), h
471.
27
yang setara ini adalah suatu kewajiban, artinya memberikan konsekuensi
mereka untuk menjual atau menbeli hanya dengan harga yang setara.9
Dari sini dapat dipahami, bahwa jika kemaslahan umum tidak dapat
tercapai kecuali dengan melakukan pematokan harga, maka boleh dilakukan
pematokan harga untuk mereka dengan patokan yang adil, tidak kurang dan
tidak lebih.10
D. Penetapan Harga Dalam Islam
a. Penetapan harga pada tidak sempurnaan pasar
Berbeda dengan kondisi musim kekeringan dan perang, Ibnu
Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Zinal Arifin dan Dahlia Husein,
merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah ketika terjadinya
ketidak sempurnaan memasuki pasar. Misalnya jika para penjual menolak
untuk menjual barang dagangan mereka kecuali jika harganya mahal dan
pada harga normal dan pada saat yang sama penduduk sangat
membutuhkan barang-barang tersebut. Maka mereka diharuskan
menjualnya pda tingkat harga yang setara. Contoh sangat nyta dari ketidak
sempurnaan pasar adalah adanya monopoli dalam perdagangan makanan
dan barang-barang serupa. Dalam kasus seperti itu otoritas harus
menetapkan harganya untukpenjualan dan pembelian mereka. Pemegang
monopoli boleh dibiarkan bebas melaksanakan kekuasaan nya sebaliknya
9 Ibnu Taimiyah, Alhisbah fi Al-Islam, (Kairo: Rar Al- Sa’ab, 1976), h.41.
10 Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer, ( Jakarta: Gema
Insani Press), h. 15.
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otoritas harus menetapkan harga yang disukai sehingga, melawan ketidak
adilan terhadap penduduk.11
Dalam poin ini Ibnu Tamiyah menggambarkan prinsip dasar untuk
membongkar ketidak adilan. “ jika penghapusan seluruh ketidak adilan
tidak mungkin dilakukan, seseorang wajib mengeliminasinya sejauh ia
bisa melakukannya”. Itu sebabnya, jika monopoli tidak dapat dicegah,
tidak bisa dibiarkan begitu saja dapat merugikan orang lain, sebab itu
regulasi tidak lagi dianggap cukup. Di abad pertengahan umat Islam sangat
menentang praktek penimbunan barangdan monopoli, dan
mempertimbangkan pelaku monopoli itu sebgai perbuatan dosa  meskipun
menentang praktek monopoli, Ibnu Tamiyah juga membolehkan pembeli
untuk membeli barang dari pelaku monopoli sebab jika itu dilarang.12
Karena hal itu perlunya menesehati pemerintah untuk menetapkan
harga dan pemerintah tidak membolehkan para penjual untuk menjual
barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu, tidak juga oleh pra
pembeli, sehingga mereka membentuk kekuatan ntuk mnghasilkan harga
barang dagangan pada tingkat lebih rendah kasus serupa berupa
monopoli.13
b. Penetapan harga dalam sektor pasar
Menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti sebagaimana dikutip oleh
Ibnu Taimiyah dalam bukunya Majmi’al-Fatwa berpendapat, bahawasanya
11 Zainal Arifin dn Dahlia Husein, Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta Gema
Insani,1999), h.67
12 Ibid h. 69
13 Ibid h.70
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ketika labourrers dan owner menolak membelanjakan tenaga, materil,
modal dan jasa untuk produksi kecuali dengan harga yang lebih tinggi dari
harga pasar wajar , pemerintah boleh menetapkan harga pada tingkat harga
yang adil dan memaksa mereka untuk menjual faktor-faktor produksinya
dengan harga wajar. Tak terleps dari Ibnu Taimiyah yang juga menyatakan
“jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan ahli dan pengukir,
dan mereka menolak tawaran mereka atau melakukan sesuatu yang
menyebabkan ketidaksempurnaan pasar maka pemerintah harus
mengeluarkan kebijiakan penatapan untuk melindungi para pembri kerja
dan pekerja dari saling mngeploitasi satu sama lain”. Apa yang dinyatakan
itu berkaitan dengan tenaga kerja, yang dalam kasus sama bisa dikatakan
sebagai salah satu faktor pasar.14
E. Pengertian Manajemen Resiko
Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan Idarah. Idarah diambil
dari perkataan adartasy syai’a atau perkataan Idarta bihil juga dapat
didasarkan pada kata ad-dauran. Oleh karna itu, dalam Elias  Modern
Distionary English Arabic kata managemen sepadan dengan kata tadbir,
idarah, siyasah dan giyadah dalam bahasa arab. Dalam al-qur’an hanya
ditemui tadbir. Tadbir berarti penerbitan, pengaturan, pengurusan,
perencanaan, dan persiapan.15
14 Ibnu Taimiyah,Majmi al-Fatwa, (Beirut, Dar al-Fikz, juz VIII, 1387H), h. 585
15 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syari’ah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 13
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Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan
tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber
daya organisasi lainnya.
Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa
manajemen pada dasarnya merupakan seni/proses dalam menyelesaikan
sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan.
Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut terdapat 3 faktor yang
terlibat :
1. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia
maupun faktor- faktor produksi lainnya. Atau sebagaimana menurut
Griffin sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya
alam, sumber daya keuangan, serta informasi.
2. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan pengorganisasian,
pengarahan dan pengimplementasian hingga penggendalian dan
pengawasan.
3. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.16
Manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan bisnis dapat
berjalan secara efektif dan efisien. Agar manajemen dilakukan mengarah
kepada bisnis secara efektif dan efisien, maka manajemen perlu dijelaskan
berdasarkan fungsi-fungsi nya atau dikenal sebagai fungsi manajemen
(Managerial Functions). Fungsi-fungsi tersebut sebagaimana dikemukakan
16 Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen,(Jakarta:
Pernada Media Group,2005), h.6
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dalam definisi  dimuka mencakup fungsi perencanaan, fungsi
pengorganisasian, fungsi pengimplementasian serta fungsi pengendalian dan
pengawasan.17
Pemikiran manajemen dalam Islam tidak jauh dari pemahaman yang
diatas. Sumber dari nash-nash Al-quran dan pentunjuk-petunjuk sunnah.
Selain itu, ia juga berasaskan pada nilai-nilai kemanusian yang berkembang
dalam masyarakat pada waktu tersebut. Berbeda dengan manajemen
konvensional, ia merupakan suatu system  yang aplikasinya bersifat bebas
nilai serta hanya berrientasi pada pencapian manfaat duniawi semata.
Manajemen ini berusaha untuk diwarnai dengan nilai-nilai, namun dalam
perjalananya tidak mampu. Karena ia tidak bersumber dan berdasarkan
pentunjuk syariah yang bersifat sempurna, komprehensif dan sarat
kebenaran.18
Sedangkan resiko juga dihadapi oleh perusahaan-perusahaan. Sejak
awal maupun pada saat berjalannya, usaha sudah menempakkan
kemungkinan-kemungkinan resiko yang akan dihadapi, misalnya resiko rugi
atau kegagalan usaha. Untuk itu diperlukan suatu upaya dini di dalam
mengantisipasi berbagai resiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan
suatu usaha. Dengan kata lain, perlu adanya manajemen resiko.19
Ada banyak yang diberikan untuk menunjukkan pengertian resiko,
seperti disebutkan berikut ini:
17
.opcit, h.7
18 Dr.Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syari’ah, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2008), h.28
19
. Pandji Anoraga, SE,M.M, Manajemen Bisnis (Jakarta : PT RINEKA CIPTA,2004),h.
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1. Resiko adalah kemungkinan rugi. Peluang kerugian biasanya digunakan
untuk menunjukkan keadaan yang memiliki suatu keterbukaan terhadap
kerugian atau suatu kerugian.
2. Resiko ketidak pastian. Adanya kesepakatan bahwa resiko berhubungan
dengan ketidak pastian. Dapat dikatakan bahwa ketidak pastian ada yang
bersifat subjektif dan bersifat objektif.
3. Resiko Merupakan penyebaran hasil actual dari hasil yang diharapkan.
4. Resiko adalah probabilitas sesuatu hasil berbeda dari hasil yang
diharapkan.20
Resiko adalah kesempatan kerugian (Risk is the chance of loss),
chance of loss biasanya dipergunakan untuk menujukkan suatu keadaan
dimana terdapat suatu keterbukaan (exposure) terhadap kerugian atau suatu
kemungkinan kerugian21 atau kerugian karena kejadian yang tidak di
harapkan terjadi.22
Dari definisi diatas, resiko bukan probabilitas dari suatu kejadian
tunggal, tetapi probabiltas dari beberapa outcome yang berbeda dari yang
diharapkan. Dari berbagai definisi diatas, resiko dihubungkan dengan
kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau
tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya
ketidak pastian.
Adapun jenis-jenis resiko secara  umum dapat dikelompokkan
menjadi 2 :
20
. Opcit, h. 327
21 Herman Darmawi, Manajemen Resiko,(Jakarta: Bumi Aksara,2004), h.19
22 T. Sunaryo, Manajmen Resiko Financial, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h.11
33
a. Resiko spekulatif (Speculative Risk)
b. Resiko Murni (Pure Risk )
Resiko spekulatif adalah resiko yang mengandung 2 kemungkinan,
yaitu yang merugikan . Resiko ini biasanya berkaitan dengan resiko usaha
atau bisnis. Contoh: Penjudian, pembelian saham, pembelian valas saving
dalam bentuk emas dan prubahan tingkat suku bunga perbankan.
Resiko murni adalah resiko yang hanya mengandung satu atau
kemungkinan rugi saja. Contoh : banjir, gempa bumi, gunung meletus dan
sebagainya.23
Dari pengertian manajemen dan resiko yang telah dijelaskan diatas
dapat disimpulkan, bahwa manajemen resiko merupakan bagian integral dari
proses manajemen yang berjalan dalam perusahaan atau lembaga suatu usaha
untuk mengetahui, menganalisis serta mengendalikan resiko dalam setiap
kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivistas dan
efisiensi yang lebih tinggi.24
F. Proses Manajemen Resiko
Proses manajemen resiko merupakan tindakan dari seluruh entitas
terkait didalam organisasi. Tindakan berkesinambungan yang dilakukan
sejalan dengan definisi manajemen resiko yng telah dikemukakan, yaitu
identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, meetapka solusi, serta
melakukan monitor dan pelaporan resiko.
23 Kasidi, Manajemen Resiko, (Bogor:Ghalia Indo, 2010),h.4
24 Soehatman Ramli, Pedoman Praktis Manajemen Resiko,(Jakarta: PT. Dian
Rakyat,2010), h.16
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Bagan 1.1 meunjukkan bagaimana proses manajemen resiko secara
berkesinambungan berlangsung tanpa henti dalam mendukung aktivitas
dilakukan organisasi.
Bagan 1.1. Prose Manajemen Resiko
1. Identifikasi dan Pemetaan Resiko
a. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi Strategi Resiko secara
Keselurhan.
b. Menentukan definisi kerugian.
2. Identifikasi dan Pemetaan Resiko
c. Menetapkan kerangka kerja untuk implementasi Strategi Resiko secara
Keseluruhan.
d. Menentukan definisi kerugian.
e. Menyusun dan melakukan implementsi pengumpulan data.
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f. Membuat pemetaan kerugian kedalam kategori resiko yang dapat
diterima dan tidak dapat diterima.
3. Kuantifikasi/ Menilai/ Melakukan Peringkat Resiko
a. Aplikasi teknik permodelan dalam mengukur resiko.
b. Perluasan dengan memanfaatkan tolak ukur (benchmarking),
permodelan (modelling), dan peramalan (forecasting) yang dimksud
berasal dari praktik-praktik terbaik yang telah di lakukan di dalam
industry (best practices).
4. Menegaskan Profil Resiko dan Rencana Manajemen Resiko
a. Identifikasi selera resiko organisasi (risk appetite), apakah manajemen
secara umum terdiri dari :
1) Penghindar resiko (risk averter).
2) Penerima resiko sewajarnya (risk neutral), atau
3) Pencari resiko (risk seeker).
g. Identifikasi visi stratejik (strategic vision) dari organisasi, apakah
organisasi berada dalam visi:
1) Agresif yang terobsesi untuk mengejar peningkatan volume usaha
serta keuntungan sebesar-besarnya untuk mendukung
pertumbuhan,
2) Konservatif yang ingin menjaga keelangsungan usaha pada situasi
aman degan volume usaha dan keuntumgan stabil.25
25
. Ferry N. Idroes, Manajemen Resiko Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), cet ke-
1, h.7
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G. Fungsi Manajemen Resiko
1. Fungsi Perencanaan
Dalam fungsi ini manajer atau pengusaha diharapkan bekerja
dengan mempunyai pola yang sudah ditetapkan baik rencana pola
kerjanya maupun rencana tujuan yang akan dicapainya. Hal ini penting
untuk dijadikan sebagai arah, saran, alat penilaian ataupun ukuran sejauh




Rencana subtantif merupakan gambaran atau penjelasan dari
tujuan yang akan dicapai suatu organisasi. Rencana substantive harus
dapat menggambarkan arah yang akan dituju suatu orgnisasi (kualitatif
dan kuantitatif) jangka panjang dan jangka pendek, filosofi yang dianut,
strategi dan taktik yang dipakai untuk mencapai tujuan dan hal-hal apa
yang mendasari sehingga rencana itu berani ditargetkan.
Rencana keuangan yang disebut anggaran menggambarkan sasaran
yang akan dicapai oleh organisasi dimana yang akan datang yang
dijabarkan dalam bentuk angka-angka baik dalam rupiah maupun unit.
2. Fungsi Pengorganisasian
Fungsi ini merupakan fungsi lanjutan dari fungsi perencanaan.
Setelah ada tujuan, kemudian tujuan itu dikonsepkan maka langkah
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berikutnya adalah menyusun struktur organisasi/perngkat/bagian yang
akan ditugaskan untuk mencapai tujuan secara fungsional.
Fungsi pengorganisasian ini dijabarkan dalam bentuk kegiatan-
kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan atau perencanaan tersebut.
Struktur organisasi ini mengharuskan terjaminnya prinsip “Unity of
Command” dalam organisasi. Artinya komando, instruksi dan pengarahan
hanya berasal dari satu orang atas satu unit organisasi.
3. Fungsi Pemilihan Personlia (Staffing)
Kalau sudah ada struktur organisasi maka tahap berikutnya adalah
mencari orang yang mampu untuk diberi wewenang ddan sekaligus
tanggng jawab untuk menjalankan tugas-tugas organisasi, departemen atau
seksi yang ditetapkan. Agar tujuan dapat dicapai dengan mulus maka
berlaku prinsip :the right man on the right job”, sesuai keahlian dan
motivasinya.
4. Fungsi Pengarahan
Setelah personalia didudukan dan masing-masing mereka sudah
tahu fungsi, tugas dan tujuannya maka tugas selanjutnya adalah
mengarahkan semua personil untuk bekerja sesuai fungsi dan wewenang
masing-msing untuk mencapai tujuan yang sudah dibebankan kepada
organisasi dan telah dipecahkan kedalam departemen masing-masing.
5. Fungsi Koordinasi
Fungsi ini merupakan fungsi mngusahakan agar antara satu
departemen dengan departemen lain, satu staf dengan staf lain ada kerja
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sama yang hormanis di dalam batas-batas yang terarah untuk mencapai
suutu tujuan. Tujuan ini hanya dapat dilksanakan apabila struktur
organisasi baik, staf qualified dn rencana ada, job description nya ada dan
komunikasi berjalan baik.
6. Fungsi Pemberian Informasi (Accounting)
Fungsi pemberian informasi  yang lebih dikenal dengan akutansi
adalah kegiatan untuk mencatat semua transaksi organisasi dan menyusun
laporan keuangan secara periodic untuk dimanfaatkan sebagai laporan
pertanggung jawaban intern dan ekstern, sekaligus sebagai bahan yang
dapat dimanfaatkan oleh manajemen dalam proses pengambilan
keputusan.
7. Fungsi Pengawasan
Pengawasan adalah upaya agar setiap kegiatan berjalan dengan
yang diharapkan. Fungsi pengawas bukan represif, reaktif atau menunggu
agar kesalahan terjadi, tetapi adalah upaya yang dilakukan secaradini
(preventif) agar kesalahan tidak sampai terjadi, kalaupun terjadi dapat
diketahui dengan segera sehingga dapat diperbaiki sebelum kesalahan
yang lebih besar terjadi.26
H. Pengertian Manajemen Resiko Dalam Islam
26 Prof. Dr. Sofyan S. Harahap, Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Islami, (Yogyakarta,
2004/2005) cet. 1, h. 76-80
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Teori Islam memberikan injeksi nilai moral kedalam manajemen, yakni
mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku. Tidak ada manajemen
dalam islam kecuali ada nilai atau etika yang melingkupinya, sebagaimana
tidak mungkin membangun masyarakat muslim tanpa didasari dengan akhlak.
Manajemen syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Teori manajemen syariah merupakan teori yang konsen dan terkait dengan
falsafah social masyarakat muslim, dan berhubungan dengan akhlak atau
nilai-nilai etika social yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim.
b. Manajemen syariah konsen terhadap variable ekonomi dan motif materi, dan
bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu.
c. Memperhatikan nilai-nilai kemanusian dan spiritual serta memuliakan
manusia untuk berpartisipasi dalam aktivitas manajemen-memuliakan segala
potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual.
d. Konsen terhadap system dan menentukan tanggung jawab dan wewenang,
menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur
organisasi, dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan.27
Manajemen Resiko mempunyai arti yang lebih luas yaitu  semua resiko
yang terjadi didalam masyarakat (kerugian harta, jiwa, keungan, usaha dan
lain-lain). Ditinjau dari segi manajemen resiko adalah pelaksananaan fungsi-
fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, terutama resiko yang
dihadapi oleh organisasi perusahaan/usaha dagang, keluarga, dan masyarakat.28
27 Ahmad Ibrahim Abu Sinn, Manajemen Syariah Sebuah kajian Historis dan
Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2012),h. 235-236.
28
. Sosino Djojosoedarso, op. cit, h.4
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Manajemen resiko didefinisikan sebagai metode logis dan sistemik
dalam identifikasi, kuantifikasi menentukan sikap, menetapkan solusi, serta
melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap
aktifitas atau proses.29
Berdasarkan definisi-definisi yang dijelaskan mengenai manajemen dan
resiko diatas penulis berkesimpulan bahwa manajemen resiko islam adalah
suatu usaha untuk mencapai tujuan perusahaan/usaha dagang dengan
melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan resiko, yaitu
mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan
pengendalian agar tercapai efektif dan efisiensi yang sesuai dengan ajaran
Islam.
Perencanaan adalah suatu rencana yang mempunyai pola atau bentuk
untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengorganisasian adalah setelah
adanya tujuan menyusun struktur organisasi yang ditugaskan untuk mencapai
tujuan secara fungsional. Pengarahan adalah mengarahkan semua personil
untuk bekerja sesuai dengan wewenang masing-masing. Dan pengendalian
adalah mengendalikan semua personil antara satu dengan yang lainnya untuk
bekerjasama secara terarah untuk mencapai suatu tujuan.
Jadi dari pengertian tersebut penanggulangan resiko menurut
manajemen resiko Islam adalah melakukan fungsi-fungsi manajemen tersebut
sesuai dengan ajaran Islam, bertanggung jawab atas wewenang yang telah
diberikan oleh perusahaan agar tidak terjadi resiko yang diinginkan. Dengan
29 Ibid. h.5
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adanya manajemen resiko dalam Islam ini perusahaan dapat mengetahui atau
menganalisa serta mengendalikan dalam setiap kegiatan perusahaan dengan
tujuan memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi lagi.
